
 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR  9 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati 

wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan Pemerintaharı Daerah, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa yuridis terkait kewenangan, tanggung jawab dan 

lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

c. bahwa bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh 

Inspektorat Daerah dalam menunjang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik serta agar Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait 

kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang 

menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern (Internal 

Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat; 

 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah. 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 

5234) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas. Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1081; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas 

Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang 

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

Dari Korupsi; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 tahun. 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157);  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun. 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

   

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN 

(INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat. 

4. Inspektorat Daerah adalah unsur Urusan Pengawas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang 

menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah 

Daerah. 

8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas 

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 

9. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, 

adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis 

yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa dalam kegiatan 

audit untuk mencapai tujuan audit. 

10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, 

adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 

di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

11. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang 

menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan 

internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan 

pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah selaku 

pelaksana fungsi pengawasan intern dan hubungan kerja serta koordinasi 

pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan 

ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu 

alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi 

pengawasan intern. 

12. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 



adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan 

pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah. 

13. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan 

fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah, Auditor Kepegawaian dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, 

wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan 

atas nama APIP. 

14. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

 

Pasal 2 

Piagam Audit Intern dimaksudkan untuk menegaskan komitmen Bupati 

terhadap pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan 

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 3  

Piagam Audit Intern bertujuan untuk meningkatkan efektifitas manajemen 

resiko dan tata kelola APIP dengan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui 

pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP. 

 

BAB III 

PIAGAM AUDIT INTERN 

 

Pasal 4 

(1) Piagam Audit Intern memuat: 

a. kedudukan dan peran Inspektorat; 

b. visi dan misi Inspektorat; 

c. tugas dan fungsi Inspektorat; 

d. kewenangan Inspektorat; 

e. tanggung jawab Inspektorat; 

f. tujuan, sasaran dan ruang lingkup Audit Intern Inspektorat; 

g. kode etik dan standar APIP; 

h. persyaratan auditor/ Pejabat pengawas urusan pemerintah di daerah; 

i. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor/ Pejabat pengawas 

urusan pemerintah di daerah; 

j. hubungan kerja dan koordinasi; dan 

k. penilaian berkala. 

(2) Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya 

ditandatangani oleh Bupati dan Inspektur Daerah. 

(3) Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

 



Pasal 5  

(1) Untuk mencapai tujuan fungsi pengawasan, Piagam Audit Intern 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dievaluasi setiap tahunnya 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita 

acara evaluasi. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat. 

 

 

Ditetapkan di   Kuala Tungkal 

pada tanggal 03 Juli 2024 

BUPATI  TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

ttd 

 

ANWAR SADAT 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal  03 Juli 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN  TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

                              ttd 

 

AGUS SANUSI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024 

NOMOR 9 

 

 

 


